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kemudian, kualitas kepepimpinan politik akan menentukan kualitas pembangunan yang

berlangsung di Jawa Barat.

Kesimpulan

Sewaktu masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2008, Hade
dengan optimis menyampaikan visinya dalam rangka mewujudkan Jawa Barat yang mandiri,
dinamis, dan sejahtera pada tahun 2013. Sekarang, visi tersebut bukan lagi slogan kampanye, tetapi
dijadikan tujuan bersama bagi seluruh unsur pemerintahan dan stakeholders di Jawa Barat yang
harus dicapai dengan sungguh-sungguh.

Dalam rangka mencapai tujuan Jawa Barat sebagai provinsi yang sejahtera tidak hanya
memerlukan tindakan atau program dari bidang ekonomi semata. Namun aspek-aspek lainnya juga
sama pentingnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat
harus memberlakukan kebijakan ekonomi yang berpihak pada raykat miskin, turut menciptakan
suasana kerukunan antar kelompok masyarakat, mengedepankan aspek kelestarian lingkungan,
memperhatikan partisipasi perempuan dan perlindungan anak, merevitalisasi budaya lokal dan
kearifan lokal serta mengembangkan edukasi politik bagi terwujudnya kelembagaan baru dalam
tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan demikian, kesejahteraan akan berdampak secara

ekonomis maupun sosial pada masyarakat Jawa Barat.
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